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Proses keagenan dalam mengelola Sertifikat Keselamatan Awak Kapal merupakan 
fungsi penting dari agen pelayaran yang bertindak atas nama pemilik atau operator 
kapal untuk memastikan operasi kapal yang legal dan aman. Sertifikat Keselamatan 
Awak Kapal adalah dokumen wajib yang menentukan jumlah dan kualifikasi 
anggota awak kapal yang dibutuhkan untuk menjaga keselamatan maritim, 
keamanan, navigasi, operasi pelabuhan, dan perlindungan lingkungan laut. Studi ini 
bertujuan untuk menganalisis peran agen pelayaran dalam proses perpanjangan 
Sertifikat Keselamatan Awak Kapal dan untuk mengidentifikasi tantangan yang 
dihadapi selama implementasinya. Penelitian ini dilakukan di PT Bahtera 
Adhiguna, sebuah perusahaan pelayaran yang aktif berkoordinasi dengan Kantor 
Kepala Pelabuhan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pangkalan Susu dan lembaga 
terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan melalui 
observasi dan wawancara, dilengkapi dengan penelitian pustaka dengan meninjau 
peraturan terkait dan literatur akademis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT 
Bahtera Adhiguna memainkan peran penting dalam persiapan dokumen, koordinasi 
administratif, dan fasilitasi komunikasi antara kapal dan KSOP. Namun, beberapa 
tantangan teridentifikasi, termasuk keterlambatan dalam pengajuan dokumen awal 
oleh kapal, kesadaran yang terbatas di antara beberapa anggota kru mengenai 
pentingnya Sertifikat Keselamatan Awak Kapal, dan kendala sumber daya manusia 
di KSOP Pangkalan Susu.  
The agency process in managing the Safe Manning Certificate constitutes a crucial 
function of shipping agents acting on behalf of ship owners or operators to ensure 
legal and safe vessel operations. The Safe Manning Certificate is a mandatory 
document specifying the number and qualifications of crew members required to 
maintain maritime safety, security, navigation, port operations, and marine 
environmental protection. This study aims to analyze the role of shipping agencies 
in the renewal process of the Safe Manning Certificate and to identify challenges 
encountered during its implementation. The research was conducted at PT Bahtera 
Adhiguna, a shipping company actively coordinating with the Harbourmaster and 
Port Authority Office (KSOP) of Pangkalan Susu and other relevant institutions. 
The research employed field research methods through observation and interviews, 
complemented by library research by reviewing relevant regulations and academic 
literature. The findings indicate that PT Bahtera Adhiguna plays a significant role 
in document preparation, administrative coordination, and communication 
facilitation between the vessel and the KSOP. However, several challenges were 
identified, including delays in submitting initial documents by the vessel, limited 
awareness among some crew members regarding the importance of the Safe 
Manning Certificate, and human resource constraints at the KSOP of Pangkalan 
Susu.  
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PENDAHULUAN  

Industri pelayaran merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung 
perdagangan internasional, distribusi logistik, serta mobilitas antarwilayah dan antarnegara. Tingginya 
kompleksitas operasional kapal dan risiko kerja di laut menuntut penerapan standar keselamatan 
pelayaran yang ketat. Oleh karena itu, setiap kapal wajib memenuhi ketentuan keselamatan yang 
ditetapkan oleh regulasi nasional dan internasional, khususnya yang dirumuskan oleh International 
Maritime Organization (IMO). Salah satu persyaratan utama dalam menjamin keselamatan pelayaran 
adalah pemenuhan aspek pengawakan kapal yang dibuktikan melalui kepemilikan Sertifikat 
Pengawakan (Safe Manning Certificate). 

Safe Manning Certificate merupakan dokumen resmi yang menetapkan jumlah minimum awak 
kapal beserta kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki untuk mengoperasikan kapal secara aman 
dalam berbagai kondisi pelayaran. Wahni (2024, p.265) menjelaskan bahwa Safe Manning merupakan 
penetapan jumlah minimum awak kapal yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai ketentuan 
nasional dan internasional guna menjamin keselamatan pengoperasian kapal. Lebih lanjut, tujuan utama 
penerbitan sertifikat ini adalah memastikan seluruh awak kapal telah memenuhi persyaratan kompetensi 
yang berlaku agar keselamatan operasional kapal dapat terjaga secara optimal (Wahni, 2024, p.266). 

Keselamatan pelayaran tidak hanya berkaitan dengan kondisi teknis kapal, tetapi juga sangat 
ditentukan oleh kecukupan dan kompetensi awak kapal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran menegaskan bahwa kelaikan kapal dan pengawakan merupakan unsur fundamental 
keselamatan pelayaran. Kapal dinyatakan laik laut apabila telah dilengkapi dengan sertifikat dan 
dokumen keselamatan yang sah, serta diawaki oleh personel yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan 
kompetensi sesuai peraturan yang berlaku (Lasse, 2017, p.203). Dengan demikian, keberadaan Safe 
Manning Certificate menjadi prasyarat mutlak bagi kapal untuk memperoleh izin operasional. 

Dalam praktiknya, Safe Manning Certificate memiliki masa berlaku tertentu dan wajib 
diperpanjang secara berkala. Proses perpanjangan sertifikat ini dilakukan melalui Sistem Informasi 
Manajemen Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL) dengan memenuhi alur administrasi dan 
kelengkapan dokumen yang telah ditetapkan. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut dan berlaku selama satu tahun. Proses ini memerlukan koordinasi yang intensif antara 
perusahaan pelayaran, regulator, dan instansi pemerintah terkait, khususnya Kantor Kesyahbandaran dan 
Otoritas Pelabuhan (KSOP). 

Kondisi tersebut menempatkan keagenan kapal sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam 
menjembatani kepentingan pemilik kapal dengan otoritas pelabuhan. Keagenan merupakan hubungan 
hukum antara agen dan pemilik kapal, di mana agen diberi kewenangan untuk mewakili dan mengurus 
berbagai kepentingan kapal selama beroperasi di wilayah pelabuhan tertentu (Patmasari, 2022, p.9). 
Agen pelayaran tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelayanan operasional kapal sejak kedatangan 
hingga keberangkatan, tetapi juga mengelola dokumen penting kapal dan awak kapal, termasuk 
pengurusan perpanjangan Safe Manning Certificate. 

Meskipun peran agen kapal sangat krusial, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala 
administratif dan operasional yang berpotensi menghambat kelancaran proses perpanjangan sertifikat 
pengawakan. Kompleksitas prosedur, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman 
pihak terkait terhadap urgensi Safe Manning Certificate dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan 
proses tersebut. Oleh karena itu, kajian empiris mengenai peran keagenan kapal dalam pengurusan 
perpanjangan Safe Manning Certificate menjadi penting untuk dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses keagenan 
dalam perpanjangan Sertifikat Safe Manning di Kantor Syahbandar Kelas IV, dengan studi kasus pada 
PT Bahtera Adhiguna Cabang Pangkalan Susu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
akademik dalam pengembangan kajian keagenan pelayaran serta menjadi referensi praktis bagi 
perusahaan pelayaran, regulator, dan taruna/taruni bidang kemaritiman dalam memahami mekanisme 
dan tantangan pengurusan Safe Manning Certificate. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang 
bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam proses keagenan dalam pengurusan 
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perpanjangan Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate). Pendekatan kualitatif dipilih karena 
penelitian ini berfokus pada pemahaman proses, peran, serta interaksi administratif antara perusahaan 
keagenan kapal dan instansi pemerintah, khususnya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan 
(KSOP), dalam konteks nyata operasional pelayaran. 

Penelitian dilaksanakan selama enam bulan melalui kegiatan Praktek Darat di PT Bahtera 
Adhiguna Cabang Pangkalan Susu. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa 
perusahaan tersebut secara aktif menjalankan fungsi keagenan kapal dan memiliki keterlibatan langsung 
dalam pengurusan serta perpanjangan Sertifikat Safe Manning bagi kapal-kapal yang berada di bawah 
pengelolaannya. Selama periode penelitian, peneliti terlibat secara langsung dalam aktivitas keagenan 
sehingga memungkinkan diperolehnya data yang faktual dan kontekstual mengenai tahapan proses 
perpanjangan sertifikat. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
melalui observasi langsung terhadap seluruh rangkaian proses perpanjangan Sertifikat Safe Manning, 
mulai dari tahap penerimaan permohonan dari pihak kapal, pemeriksaan dan pengumpulan dokumen 
pendukung, proses penginputan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Perkapalan dan Kepelautan 
(SIMKAPEL), hingga penerbitan sertifikat oleh pihak Syahbandar dan penyerahan dokumen kepada 
kapal. Observasi dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan keakuratan data serta 
memahami alur kerja dan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam proses tersebut. 

Data sekunder diperoleh melalui metode pustaka (library research) dengan menelaah berbagai 
literatur yang relevan, seperti buku teks pelayaran, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta 
dokumen resmi yang berkaitan dengan keagenan kapal dan keselamatan pelayaran. Penelusuran literatur 
dilakukan di Perpustakaan Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan serta sumber pustaka lain yang 
memiliki kredibilitas dan relevansi dengan topik penelitian. Kajian pustaka ini digunakan untuk 
memperkuat landasan teoretis dan memberikan kerangka regulatif dalam menganalisis temuan lapangan. 

Pengumpulan data dilakukan secara berurutan dan terintegrasi antara observasi lapangan dan 
kajian pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif 
kualitatif. Tahapan analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data yang 
relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang 
menggambarkan proses keagenan secara kronologis dan sistematis. Tahap akhir analisis dilakukan 
dengan menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan antara temuan lapangan, konsep teoretis, serta 
ketentuan regulasi yang berlaku. 

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif 
mengenai peran dan fungsi keagenan kapal dalam pengurusan perpanjangan Sertifikat Safe Manning, 
sekaligus mengidentifikasi kendala yang muncul dalam praktik pelaksanaannya di Kantor Syahbandar 
Pangkalan Susu. 

HASIL DAN PEMBAHASAN   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate) 
merupakan dokumen fundamental dalam menjamin keselamatan dan kelancaran operasional kapal. 
Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti legal bahwa kapal telah diawaki oleh jumlah awak yang memadai 
serta memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan standar nasional dan internasional. Gunawan 
(2025, p.173) menegaskan bahwa Safe Manning Certificate diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut sebagai bentuk verifikasi resmi terhadap kecukupan pengawakan kapal. Temuan 
lapangan memperlihatkan bahwa tanpa sertifikat ini, kapal tidak dapat memperoleh izin operasional, 
sehingga keberadaannya menjadi syarat mutlak dalam kegiatan pelayaran. 

Dari aspek regulasi, implementasi Safe Manning Certificate sejalan dengan amanat Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menempatkan keselamatan pelayaran sebagai 
tanggung jawab utama perusahaan angkutan laut. Awak kapal diwajibkan memiliki Certificate of 
Competency dan Certificate of Proficiency sebagai bukti kompetensi profesional. Hal ini diperkuat oleh 
ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa setiap 
individu yang bekerja di atas kapal niaga memiliki peran dan tanggung jawab sesuai jabatan yang 
diembannya guna menjamin keamanan dan kelancaran operasional kapal (Ananda & Ginting, 2024, 
p.8576). Dengan demikian, pengawakan kapal tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, 
tetapi sebagai elemen inti dalam sistem keselamatan pelayaran. 
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Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa proses penerbitan dan perpanjangan Sertifikat Safe 
Manning dilakukan melalui tahapan administratif dan teknis yang cukup kompleks. Penentuan jumlah 
dan kualifikasi awak kapal didasarkan pada karakteristik kapal, seperti ukuran kapal, jenis mesin, serta 
rute pelayaran. Seluruh persyaratan tersebut diverifikasi oleh Marine Inspector melalui pemeriksaan 
dokumen dan inspeksi fisik kapal. Dokumen utama yang diverifikasi meliputi surat permohonan, 
sertifikat Safe Manning lama, sertifikat keselamatan konstruksi kapal, ijazah dan endorsement awak 
kapal, surat ukur, surat laut, serta daftar awak kapal. Setiap dokumen memiliki fungsi strategis sebagai 
alat kontrol untuk memastikan kesesuaian antara kondisi aktual kapal dan ketentuan regulasi yang 
berlaku. 

Dalam praktiknya, penelitian menemukan bahwa proses perpanjangan Sertifikat Safe Manning di 
PT Bahtera Adhiguna Cabang Pangkalan Susu telah mengikuti prosedur yang ditetapkan melalui Sistem 
Informasi Manajemen Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL). Sistem ini menjadi instrumen utama 
dalam mendigitalisasi layanan perizinan kapal. Agen pelayaran bertanggung jawab menyiapkan seluruh 
dokumen persyaratan, menginput data kapal dan permohonan ke dalam sistem, serta memastikan 
kelengkapan berkas sebelum diajukan kepada KSOP. Setelah permohonan diajukan, sistem akan 
memfasilitasi tahapan validasi dokumen, pemeriksaan kapal oleh Marine Inspector, hingga penerbitan 
kode billing Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan keluarnya sertifikat yang telah diperpanjang. 

Dari sisi pembahasan, penggunaan SIMKAPEL terbukti meningkatkan efisiensi dan transparansi 
proses perpanjangan sertifikat dibandingkan dengan sistem manual. Namun demikian, hasil penelitian 
juga menunjukkan bahwa proses ini masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala utama yang sering 
terjadi adalah ketidaksesuaian jumlah awak kapal dengan ketentuan Safe Manning yang ditetapkan, 
sehingga pihak Syahbandar tidak dapat menerbitkan atau memperpanjang sertifikat. Selain itu, 
keterbatasan sarana pendukung serta kurangnya pemahaman sebagian pengguna jasa terhadap prosedur 
dan persyaratan administrasi turut memperlambat proses pengurusan sertifikat. Meskipun sistem online 
telah diterapkan, pada beberapa tahap masih ditemukan proses manual yang memengaruhi efisiensi 
layanan. 

Peran keagenan kapal dalam konteks ini menjadi sangat signifikan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa PT Bahtera Adhiguna Cabang Pangkalan Susu berperan sebagai penghubung utama antara 
pemilik kapal dan KSOP. Agen bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh tahapan perpanjangan 
sertifikat, mulai dari pengumpulan dokumen, komunikasi dengan Marine Inspector, hingga penyelesaian 
administrasi pembayaran PNBP. Keberhasilan proses perpanjangan sertifikat sangat ditentukan oleh 
ketepatan dan kelengkapan data yang disiapkan oleh agen, serta kemampuan agen dalam menjalin 
koordinasi yang efektif dengan pihak Syahbandar. 

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala perpanjangan Sertifikat Safe Manning meliputi 
penunjukan resmi agen oleh pemilik kapal melalui surat penunjukan keagenan, peningkatan koordinasi 
antara agen dan KSOP, serta optimalisasi penggunaan SIMKAPEL. Agen pelayaran juga berperan aktif 
dalam memberikan pemahaman kepada pemilik kapal dan awak kapal mengenai pentingnya pemenuhan 
persyaratan Safe Manning agar proses perpanjangan dapat dilakukan tepat waktu dan tidak mengganggu 
operasional kapal. Dengan demikian, peran agen tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif 
dan strategis dalam mendukung kepatuhan terhadap regulasi keselamatan pelayaran. 

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa proses 
perpanjangan Sertifikat Safe Manning di Kantor Syahbandar Kelas IV Pangkalan Susu telah berjalan 
sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun masih memerlukan peningkatan dari aspek koordinasi, 
pemahaman pengguna jasa, dan optimalisasi sistem pelayanan. Temuan ini menegaskan bahwa 
keagenan kapal memiliki kontribusi penting dalam menjamin terpenuhinya standar keselamatan 
pelayaran melalui pengurusan sertifikat pengawakan kapal secara profesional dan berkelanjutan. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 
Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate) merupakan dokumen yang memiliki peran strategis 
dalam menjamin keselamatan pelayaran dan kelayakan operasional kapal. Sertifikat ini tidak hanya 
berfungsi sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian untuk 
memastikan kecukupan jumlah dan kompetensi awak kapal sesuai dengan ketentuan nasional dan 
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internasional yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan dan keberlakuan Sertifikat Safe Manning 
menjadi prasyarat utama bagi kapal untuk memperoleh izin beroperasi secara legal. 

Proses perpanjangan Sertifikat Safe Manning di Kantor Syahbandar Kelas IV Pangkalan Susu 
yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Manajemen Perkapalan dan Kepelautan (SIMKAPEL) 
pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Perusahaan keagenan kapal, dalam 
hal ini PT Bahtera Adhiguna Cabang Pangkalan Susu, berperan penting sebagai penghubung antara 
pemilik kapal dan pihak Kesyahbandaran, khususnya dalam menyiapkan kelengkapan dokumen, 
melakukan koordinasi administratif, serta memfasilitasi pemeriksaan kapal oleh Marine Inspector. 
Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain 
ketidaksesuaian jumlah awak kapal, keterbatasan pemahaman pengguna jasa terhadap prosedur 
pengurusan sertifikat, serta masih adanya tahapan pelayanan yang belum sepenuhnya optimal meskipun 
telah berbasis sistem daring. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan koordinasi, pemenuhan 
persyaratan pengawakan secara tepat, serta optimalisasi sistem pelayanan menjadi faktor kunci dalam 
mendukung efektivitas dan efisiensi perpanjangan Sertifikat Safe Manning. 
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